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BUPATI KETAPANG
PROVINSI KALIMANTAN BAIU\T

PERATURAN BUPATI KETAPANG
NOMOR 45 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 64 TAHUN 2022
TENTANG RENCANA KER"IA PEMERINTAH DAERAH

KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KETAPANG,

Menimbang a. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten
Ketapang Tahun 2023 telah ditetapkan dengan
Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2022 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten
Ketapang Tahun 2023;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 343 ayat (1)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2Ol7 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian
dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah, menyatakan bahwa Perubahan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja
Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila
berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam
tahun berjalan menunjukan adanya ketidaksesuaian
dengan perkembangan asumsi prioritas pembangunan
Daerah, kerangka ekonomi Daerah, dan keuangan
Daerah, rencana program dan kegiatan Rencana Kerja
Perangkat Daerah berkenaan serta keadaan yang
menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran
sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf b, Peraturan Bupati Nomor 64
Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2023 perlu diubah
untuk disesuaikan kembali;
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d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan
Atas Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2022 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten
Ketapang Tahun 2023;

1. Pasal L8 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah
Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1959 Nomor T2,Tarrrbahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah
Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong
dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun
1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat
Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965
Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 27561;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4
Nomor lO4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor aa2\;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL+ tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 224, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah hrsat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 67571;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2OLT tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian
dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah dan Rencana Keda
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun ZOLT Nomor 1312);
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6. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2OL6 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kabupaten Ketapang Tahun 2OO5 - 2025 (Lembaran
Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2OL6 Nomor 1,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang
Nomor 52);

7. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2O2L tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Ketapang Tahun 2O2l - 2026 (Lembaran
Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2O2l Nomor 3,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang
Nomor 95);

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 64 TAHUN 2022 TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
KETAPANG TAHUN 2023.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2022 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2023 (Berita
Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2022 Nomor 64) diubah sebagai berikut

Di antara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 2A
sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2A

Perubahan RKPD Tahun 2023, berfungsi sebagai :

a. pedoman penyusun€rn Perubahan Kebijakan Umum Anggaran
(KUA) dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

dalam rangka penJrusunan Rancangan Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) Tahun 2023;

b. pedoman bagr Perangkat Daerah untuk men5rusun Perubahan
Rencana Kerja (Perubahan Re4ia-PD) dan Dokumen Perubahan
Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPPA-PD) Tahun
Anggaran 2023;

c. dasar penJrusunan rencana perubahan program dan kegiatan
yang bersumber dari dana APBD Kabupaten, APBD Provinsi,
APBN, APB Desa, BUMN dan Swasta; dan

d. dasar penilaian, pengendalian dan evaluasi kinerja Pemerintah
Daerah dan kinerja Perangkat Daerah.
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